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Abstrak 

Penerimaan pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar di Negara Indonesia, Tingginya 

pertumbuhan profesi freelancer menunjukan peluang yang besar bagi Negara Indonesia sebagai penerimaan pajak 

penghasilan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh self assessment system dan kepatuhan 

wajib pajak freelancer terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Bandung Bojonagara yang 

dimoderasi oleh law enforcement. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis data primer 

yang diperoleh dari karyawan KPP Pratama Bandung Bojonagara. Teknik perolehan sampel yang dilakukan pada studi 

ini adalah teknik pengabilan data melalui purposive sampling, dengan analisis regresi linear berganda serta dilakukan 

uji hipotesis dengan menerapkan IBM SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel self assessment 

system tidak memiliki pengaruh baik secara parsial, sedangkan kepatuhan wajib pajak freelancer secara parsial 

berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Secara simultan, variabel self assessment system dan kepatuhan 

wajib pajak freelancer berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Bojonagara. Variabel 

moderasi law enforcement dalam penelitian ini tidak memoderasi kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak 

penghasilan.  

  

Kata Kunci-self assessment system, kepatuhan wajib pajak freelancer, law enforcement, KPP Pratama Bandung 

Bojonagara.  

  

 

Abstract 

Income tax revenue is one of the largest sources of income in Indonesia. The high growth of the freelance profession 

shows a large opportunity for Indonesia as income tax revenue. This research is aimed at finding out how much 

influence the self-assessment system and freelancer taxpayer compliance have on income tax revenues at KPP Pratama 

Bandung Bojonagara which is moderated by law enforcement. This research method uses quantitative methods with 

primary data obtained from employees of KPP Pratama Bandung Bojonagara. The sampling technique in this research 

uses purposive sampling, with multiple linear regression analysis and hypothesis testing using IBM SPSS version 26. 

The results of the study show that the self-assessment system variable does not have a partial effect, while freelancer 

taxpayer compliance is partial. partial effect on income tax revenues. Simultaneously, the self-assessment system 

variables and freelancer taxpayer compliance influence income tax revenues at KPP Pratama Bojonagara. The law 

enforcement moderating variable in this study does not moderate taxpayer compliance with income tax revenues.  

 

Keywords-self assessment system, freelancer taxpayer compliance, law enforcement, KPP Pratama Bandung 

Bojonagara.  

 

 

I. PENDAHULUAN  

Pajak menurut (Kurnia et al., 2021) digunakan pemerintah dalam membiayai program yang bertujuan untuk 

menyejahterakan khalayak umum. Definisi umum menyatakan bahwa pajak adalah pungutan nan perlu dilakukan pada 

tiap penduduk sebagai wajib pajak, dan bersifat memaksa tanpa adanya imbalan secara langsung (Utamawati & Wijaya, 

2020). Penerimaan pajak pada dasarnya digunakan sebagai sumber  pendanaan negara atau fungsi budgetair, pajak 

ditujukan untuk pembangunan dalam kemajuan negara hingga menyejahterakan masyarakatnya, fungsi lain pajak 

sebagai regulerend atau alat regulasi merupakan fungsi yang digunakan untuk menstabilkan ekonomi (Ali kusumo, 

2020).  

Beberapa akar dari pendapatan pajak di RI melalui Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Pajak Daerah dan 



 

Retribusi Daerah, serta lainnya nan diantaranya Fiskal Luar Negri. (Abdul Rahman, S.K.M., 2022). Menurut (Asalam, 

2023) penghasilan wilayah antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha, dan pendapatan lainnya. 

 

Tabel 1. 1  Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2019-2022 

No.  Penerimaan Pajak  2019  2020  2021  2022  

1.  Pajak Penghasilan  772.265,70  594.033,33  696.676,60  895.101,00  

2.  Pajak Pertambahan Nilai –  

Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah  

531.577,30  450.328,06  551.900,50  680.741,30  

3.  Pajak Bumi dan Bangunan  21.145,90  20.953,61  18.924,80  20.903,80  

4.  Pajak Lainnya  7.677,30  6.790,79  11.126,00  11.381,40  

Sumber : Badan Pusat Statistik 1 

 

Tabel 1.1 berdasarkan informasi data bps.go.id menunjukan bahwa realisasi penerimaan pajak tertinggi dari tahun 

ke tahun didominasi oleh pendapatan pajak penghasilan. Hal tersebut adalah aktivitas pemotongan atas perolehan, 

honorarium, tunjangan, yang diperoleh seseorang sehubungan dengan kegiatan, pekerjaan, dan jasa (Febrian et al., 

2022).  Subjek pengenaan pajak ini diatur pada UU Perpajakan 3PER-16/PJ/2016 adalah pegawai, bukan pegawai, 

anggota dewan, penerima pensiun atau pesangon, dan peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan (Sapiri & 

Fatmawati, 2021).  

Negara Indonesia memiliki peluang besar dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, menurut (Mustofa, 2018) 

menyatakan bahwa Negara Indonesia berada pada urutan ke-16 dikumpulan suatu negara karena perekonomian paling 

besar di dunia dimana terdapat 55 juta professional workers, peran freelance dalam perekonomian makro Negara 

Indonesia memiliki peran yang sangat besar. Menurut (Haidi, 2022) beberapa kota di Indonesia dengan penyumbang 

freelancer terbanyak diduduki oleh Kota Bandung, kemudian Jakarta, Surabaya, Bekasi, dan Bali. Berdasarkan 

pernyataan (Mustofa, 2018) pekerjaan freelance menjadi pilihan pekerjaan yang banyak diminati saat ini, baik dari segi 

waktu maupun hasil yang didapatkan. Menurut (Yuldinawati et al., 2018) Kota Bandung merupakan kota yang memiliki 

program Bandung smart city.   

Beberapa faktor pendorong untuk meningkatkan penerimaan pajak tersebut diantaranya kemudahan penggunaan 

sistem pemungutan pajak nan mempengaruhi kesadaran para penduduk yang diwajibkan membayar pajak dalam 

melaksanakan ketentuan perpajakan. Menurut (Pratiwi et al., 2018) penerapan self assessment system yaitu suatu sistem 

pungutan nan menyerahkan suatu kewenangan terhadap wajib pajak dalam menentukan jumlah perpajakannya, situasi 

ini memerlukan inisiatif wajib pajak dalam menghitung dan memenuhi kewajibannya. Memberikan kewenangan 

sepenuhnya terhadap wajib pajak, self assessment system memiliki beberapa kelemahan salah satunya aktivitas 

penghindaran pajak yang disebabkan adanya ketergantungan terhadap wajib pajak, aparat pajak yang kurang proaktif, 

serta ketidakjelasan dan tidak adanya kesesuaian standarisasi peraturan pajak (Ali kusumo, 2020)  

Menurut (Kurnia & Fajarwati, 2022) patuh dalam membayar pajak adalah suatu aspek krusial dan memiliki 

pengaruh besar terhadap penerimaan pajak. Optimalisasi perpajakan menurut Pasal 3 ayat 1 UU KUP dapat 

diidentifikasi berdasarkan jumlah penduduk yang wajib membayar pajak serta memenuhi SPT secara lengkap, jelas, 

dan benar, memakai latin, numerasi arab, serta satuan mata uang rupiah yang ditanda tangani serta dilaporkan pada 

DJP tempat penduduk terdata. 

Melalui Surat Edaran DJP No. SE-49/PJ/2016 mengenai pemeliharaan penduduk yang diwajibkan membayar 

pajak pada information system, penegakan hukum dalam aktivitas perpajakan berguna supaya pemeliharaan mampu 

terjadi dengan efektif serta efisien, secara tidak langsung penerapan law enforcement ditujukan sebagai pendukung 

faktorfaktor pendorong penerimaan pajak. Menurut international tax glossarium law enforcement memiliki peran 

sebagai penegak hukum untuk meyakinkan wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak (Rokhayatim & Setiawan, 

2022). Fungsi law enforcement ini digunakan untuk mengawasi kepatuhan pajak dengan meminimalisir adanya 

penghindaran pajak, penerapan law enforcement berupa pengenaan sanksi pajak dilihat berdasarkan pembayaran 

tunggakan pajak yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) (N. R. Amalia et al., 2021).  

  

II. DASAR TEORI DAN METODOLOGI  

A. Pajak Penghasilan  

Suatu  pemerolahan pajak yang berasal dari pendapatan rakyat sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan 

nasional. Berdasarkan Undang-Undang PPh pengertian penghasilan merupakan penambahan kemampuan ekonomi dari 

dalam maupun luar negri baik dalam bentuk apapun dengan tujuan untuk meningkatkan harta. Pelaksanaan aktivitas 

pajak tersebut, telah menetapkan subjek dan objek pengenaan pajak penghasilan (M. Amalia et al., 2022).  

 



 

B. Self Assessment System  

Terdapat suatu alat yang dapat digunakan dalam menentukan pajak terhutang dan wajib dituntaskan oleh penduduk 

yang diwajibkan membayaw pajak, yaitu Sistem Pemungutan Pajak. Tiga Jenis dari hal tersebut nan telah berjalan di 

negara ini diantaranya self assessment system (Syafi’i & Muhdor, 2022), yang didefinisikan sebagai suatu sistem 

pungutan pajak nan melibatkan peran aktif para penduduk yang diwajibkan membayar dalam mengkalkulasikan, 

menunaikan, serta melaporkan kewajiban. Pelaksanaan sistem ini membutuhkan kesadaran, kejujuran, kemauan para 

penduduk yang diwajibkan membayar pajak dalam melakukan tanggungjawabnya dalam pajak. Peran fiskus dalam 

sistem ini hanya sebagai pengawas dan membina jalannya aktivitas perpajakan.   

 

C. Kepatuhan Wajib Pajak  

Menurut Tahar & Rachman (2014) hal ini merupakan suatu hak dan kewajiban antara rakyat dengan pemerintah, 

peran pemerintah dalam hal ini mempunyai suatu hak dalam menambil pajak dari para rakyat, serta memliki kewajiban 

dalam mengatur setiap pembayaran yang masuk. Sementara rakyat bersangkutan memiliki kewajiban untuk membayar 

kewajiban pajak tersebut, dan hak bagi rakyat untuk mengawasi setiap penggunaan anggaran negara atas iuran yang 

dibayarkannya  

 

D. Law Enforcemnet  

Law enforcement atau penegakan hukum dalam aktivitas perpajakan merupakan tuntutan bagi wajib pajak yang 

berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, tindakan penegakan hukum merupakan upaya yang dianggap 

paling efektif apabila dalam pelaksanaannya tanpa pandang bulu dan juga konsekuen. Penerbitan sanksi yang 

diterapkan dalam aktivitas perpajakan merupakan fokus bagi fiskus pajak sebagai bentuk pengawasan dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya (Kurniawan, 2019).  

  

III. METODE PENELITIAN  

Studi yang dilakukan ini memanfaatkan data primer yang diterima melalui penyiaran kuesioner dengan purposive 

sampling terhadap karyawan KPP Pratama Bandung Bojonagara sebagai sampel penelitian. Jenis waktu penelitian 

menggunakan jenis one shoot kemudian dilakukan analisis dengan metode regresi linier ganda.  

   

 
 

Gambar 3.1 Karakteristik Penelitian 

Sumber : Data yang diolah Oleh Penulis 2023 

  

Variabel merupakan suatu objek sebuah penelitian yang dijadikan sebagai acuan dalam penentuan tujuan penelitian 

dalam mempelajari kemudian diperoleh informasi terkait hal yang berkaitan yang selanjutnya digunakan untuk bahan 

pembuatan kesimpulan.  

 

Tabel 3.2 Operasional Variabel 

Variabel  Definisi   Indikator  Skala  

 Variabel Indepen den   

Tujuan  
Penelitian 

  

  
Deskriptif 

  
Verifikatif 

  

Metodologi 
  

Penelitian 
  

  
Kuantitatif 

  

Strategi  
Penelitian 

  

  
Studi Kasus 

  

Unit  
Analisis 

  

  
Organisasi 

  

Keterlibatan  
Penelitian 

  

  
Minimal 

  

Latar  
Penelitian 

  

  
Non - 

Contrived 
  

Waktu  
Penelitian 

  

  
One Sh o ot 

  

Analisis  
Data 

  

  
Regresi  
Linear  

Berganda 
  Pengukuran  

Tindakan 
  

  
Definisi  

Operasional 
  

Desain  
Sampling 

  

  
Purposi ve  
Sampling 

  

Metode  
Pengumpulan  

Data 
  

  
Kuesioner 

  



 

Self Assessment System  Sistem pemungutan 

yang melibatkan  

peran aktif wajib pajak 

dalam menghi- 

tung, membayar, dan 

melaporkan  

kewajiban 

perpajakannya.  

Sumber: data yang   

  

  

  

  

(Syafi’i & Muhdor, 

2022)  

1.  

2.  

3.  

4.  

telah diola 

  

Wajib pajak memahami 

ketentuan peraturan pajak. 

Mengisi formulir pajak 

secara lengkap dan jelas. 

Menghitung jumlah pajak 

terutang sesuai dengan 

kenyataan.  

Membayar pajak terutang h 

(2023)secara tepat waktu.    

D. Nowak dalam  

(Rahayu, 2010)  

Ordinal  

Kepatuhan Wajib Pajak  Suatu keadaan wajib 

pajak untuk patuh  

dalam menuntaskan 

kewajiban 

perpajakannya.  

  

  

1.  

2.  

3.  

  

Tepat waktu dalam 

penyampaian SPT  

Tidak memiliki tunggakan 

pajak  

Tidak memiliki tindak pidana 

perpajakan selama 5 tahun 

terakhir  

Ordinal  

 (Permana & Susilowati, 

2021)  

  

(Rahayu, 2010)  

 

Variabel Dependen    

Penerimaan Pajak 

Penghasilan  

Penerimaan pajak yang 

berasal dari  

penghasilan rakyat 

sebagai bentuk  

partisipasi dalam  

pembangunan na- 

sional  

  

(M. Amalia et al., 2022)  

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan  

Besarnya Pemeriksaan  

  

  

  

  

  

  

  

(Dewata et al., 2017)  

Ordinal  

Sumber: data yang telah diolah (2023) 

 

Menurut (Sugiyono, 2019) populasi merupakan keseluruhan unit yang diukur untuk diteliti, dengan kata lain suatu 

wilayah yang umum yang terdiri dari subyek atau obyek dengan karakteristik serta kuantitas nan dijadikan sebagai 

penarikan kesimpulan. Jika dikaitkan pada penelitian ini, populasi diambil berdasarkan jumlah pegawai, yaitu sebanyak 

99 yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara.  

 

Tabel 3. 1  Daftar Pegawai KPP Pratama Bandung Bojonagara  

No.  Seksi/Subbagian   Jumlah Pegawai  

1.  Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal   10  

2.  Pelayanan   11  

3.  Penjaminan Kualitas Data    6  



 

4.  Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan   9  

5.  Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak   13  

6.  Pengawasan I   9  

7.  Pengawasan II   9  

8.  Pengawasan III   8  

9.  Pengawasan IV   9  

10.  Pengawasan V   7  

11.  Pengawasan VI   8  

  TOTAL  99  

Sumber : Data diolah (2024)  

 

Menurut (Paramita et al., 2021) sampel merupakan bagian yang mewakili populasi, yang berisikan dari beberapa 

anggota populasi. Alasan dalam pengambilan sampel ini karena adanya keterbatasan peneliti serta memungkinkan 

untuk meneliti populasi secara keseluruhan. Metode sampling nan diperlukan pada studi berikut yaitu purposive 

sampling dan berketentuan berikut: 

1. Merupakan pegawai tetap KPP Pratama Bandung Bojonagara  

2. Memiliki pengalaman setidaknya 5 tahun bekerja  

3. Memiliki pemahaman yang berkaitan dengan tema penelitian  

Berdasarkan pada kriteria tersebut, jumlah responden yang diperoleh sebanyak 34 orang dengan 4 bagian yang 

berkaitan, antara lain:  

 

Tabel 3. 2  Jumlah Sampel Penelitian  

No.  Nama Bagian   Jumlah Sampel  

1.  Pelayanan   8  

2.  Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan    8  

3.  Fungsional Pemeriksa Pajak   11  

4.  Account Representative   7  

  Total  34  

Sumber : Data diolah (2024)  

  

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

A. Uji Statistik Deskriptif  

Tabel 4.1. Tanggapan Responden Mengenai Self Assessment System  

Variabel  
Nilai Indeks  

Maksimum  Total Skor  Persentase  Keterangan  

Self Assessment System  1.020  891  80%  Baik  

Kepatuhan Wajib Pajak Freelancer  850  597  70%  Baik  

Penerimaan Pajak Penghasilan  340  220  65%  Cukup  

Law Enforcement  1.020  867  85%  Sangat Baik  

Sumber: Data diolah penulis (2024) 

  

Secara ideal, skor yang diperoleh variabel self assessment system adalah 1.020, output menunjukan skor yang 

diperoleh sebesar 891 dengan persentase 80% yang dikategorikan baik pada garis kontinum. Variabel kepatuhan wajib 

pajak freelancer memiliki skor ideal sebesar 850, output data menunjukan skor yang diperoleh sebesar 597 dengan 

persentase 70% yang dikategorikan baik pada garis kontinum. Variabel penerimaan pajak penghasilan memiliki skor 

ideal sebesar 340, perolehan skor menunjukan angka 220 dengan persentase 65% yang dikategorikan cukup dalam 

garis kontinum. Law Enforcement sebagai variabel moderasi memiliki skor ideal 1.020, output data menunjukan skor 

yang diperoleh sebesar 867 dengan persentase 85% yang dikategorikan pada garis kontinum dengan kategori sangat 

baik.  



 

  

B. Uji Asumsi Klasik  

1. Uji Normalitas  

Tabel 4.2 Hasil Pengujian Normalitas Data  

 
Sumber : data diolah penulis (2024)  

 

Pada hasil dari proses pengolahan data, diketahui perolehan valuasi Asymp Sig merupakan syarat nan menampilkan 

adanya suatu data dalam studi yaitu terdistribusi normal. Nilai asymp sig yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 

0.200 yang merupakan angka diatas 0.05, situasi ini menunjukan adanya data yang terdistribusi secara normal pada 

studi berikut. 

 

2. Uji Multikolinearitas  

Tabel 4.3 Tabel Hasil Uji Multikolinearitas   

 
Sumber: data diolah penulis (2024)  

 

Melalui Tabel. 4.3 didapatkan perolehan nilai tolerance pada variabel self assessment system serta kepatuhan para 

freelancer yang diwajibkan membayaw pajak sebesar 0.923 dengan angka VIF 1.083, Perolehan nilai diatas 0.5 serta 

angka VIF berada di bawah angka 10 menunjukan maka pada penelitian ini tidak memiliki korelasi yang tergas dan 

kuat diantara variabel, maka bisa dibuat suatu kesimpulan tidak adanya multikolinearitas. 

 

3. Uji Heteroskedastisitas  

Tabel 4.4 Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas  



 

  
Sumber: data diolah penulis (2024)  

 

Berdasarkan pada gambar yang disajikan, model scatterplot menunjukan titik yang menjalar dengan acak. Titik 

tersebut menjalar baik ada di atas, di tengah, ada pun pada sumbu Y yang terdapat di bawah angka 0 dimana hal tersebut 

memperlihatkan pada model regresi tidak terjadi adanya heteriskedastisitas serta dapat digunakan dalam melakukan 

prediksi variable dependen berdasarkan variable independent. 

 

4. Analisis Regresi Linier Berganda  

Tabel 4.5 Tabel Hasil Analisis Regresi Linier Berganda  

 
Sumber: data diolah penulis (2023)  

 

Merujuk pada tabel 4.9 terlihat adanya persamaan regresi linear berganda adalah antara lain :  

Y = 9.405 – 0.004𝑿𝟏 – 1.08𝑿𝟐 + e 

Persamaan linear tersebut kemudian dijabarkan sebagai berikut :  

α = 9.405 

Menunjukan bahwa adanya nilai konstan atau nol (0) pada variable self assessment system, serta variabel kepatuhan 

wajib pajak freelancer, tersebut diasumsikan oleh variabel dependen yaitu penerimaan pajak penghasilan dengan nilai 

9.405.  

𝛃𝟏 = -0.044 

Menunjukan bahwa adanya koefisien regresi senilai -0.044 pada variabel self assessment system (X1). Jika terdapat 

peningkatan satuan serta variable konstan pada self assessment system, maka terjadi penurunan sebesar -0.044 pada 

variabel penerimaan pajak penghasilan (Y). Nilai negatif menunjukan apabila penerapan self assessment system 

semakin tinggi, maka penerimaan pajak penghasilan tidak akan berpengaruh.  

𝛃𝟐 = -1.08 

Menunjukan bahwa adanya koefisien regresi senilai -1.08 pada variabel kepatuhan wajib pajak freelancer. Hal ini 

dapat diartikan jika terdapat variable lain yang konstan namun terjadi peningkatan pada variabel kepatuhan wajib pajak 

freelancer, maka akan terjadi penurunan senilai -1.08 pada variable dependen atau penerimaan pajak. Nilai negatif 

menunjukan tidak adanya pengaruh pada pemerolehan pajak penghasilan jika penerapan kepatuhan wajib pajak 

freelancer semakin tinggi.  

 

C. Pengujian Hipotesis   

1. Koefisien Determinasi (R2)  

Tabel 4.6 Tabel Koefisien Determinasi (R2)  



 

 
Sumber: data diolah penulis (2023)  

 

Berdasarkan pada hasil pengolahan data yang disajikan, perolehan nilai Adjusted R Square = 0.187 atau 18,7% 

yang artinya pada studi ini variabel Self Assessment System dan Kepatuhan Wajib Pajak Freelancer menyumbangkan 

pengaruh sebesar 18,7% terhadap variabel Penerimaan Pajak Penghasilan. Menurut (Paramita et al., 2021) apabila hasil 

R Square menunjukan angka yang kecil atau dibawah angka 80%, maka dapat diartikan bahwa variasi variabel 

dependen masih terbatas, atau dipengaruhi oleh variabel lain yang bukan menjadi pokok pembahasan dan fokus dalam 

penelitian.  

 

2. Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji T)  

Tabel 4.1 Hasil Uji T  

 
Sumber: data diolah penulis (2023)  

 

Bersumber pada pengolahan data yang disajikan pada Tabel. 4.10 memperlihatkan tingkat substansial variabel self 

assessment system senilai 0.374, angka tersebut berada diatas angka α = 0.05, artinya 𝐻01 diterima yang menyatakan 

variabel self assessment system tidak mempunyai pengaruh sepihak pada Variabel Pemerolehan Pajak Penghasilan di 

KPP Pratama Bandung Bojonagara (Y). Hipotesis kedua yaitu variabel kepatuhan wajib pajak freelancer memiliki 

tingkat substansial atau signifikan senilai 0.038 atau lebih kecil dari nilai α = 0.05 artinya 𝐻𝑎2 diterima, dengan kata 

lain variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap pemerolehan pajak penghasilan (Y),   

  

3. Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji F)   

Tabel 4.7 Tabel Hasil Uji F 

 
Sumber: data diolah penulis (2023)  

 

Bersumber pada tabel 4.13 menunjukan bahwa nilai signifikansi memiliki angka 0.002 yang berada dibawah angka 

0.05. Nilai signifikansi dibawah angka 0.05 menyatakan bahwa 𝐻0 terkait kepatuhan para freelancer yang diwajibkan 

membayar pajak dengan self assessment system tidak berpengaruh secara simultan terhadap pemerolehan pajak 

penghasilan ditolak, atau dengan kata lain secara simultan variabel Self Assessment System (X1), Kepatuhan Wajib 

Pajak Freelancer (X2) mempunyai pengaruh terhadap pemerolehan pajak penghasilan (Y).  



 

 

4. Pengujian Hipotesis Variabel Moderasi  

Tabel 4.2 Hasil Uji Moderasi  

 
Sumber: data diolah penulis (2024)  

 

Bersumber pada output pengolahan data, nilai signifikansi interaksi antara law enforcement dengan kepatuhan 

wajib pajak freelancer pada penelitian ini memiliki angka 0.306 diatas 0.05, artinya hipotesis tidak dapat diterima atau 

dengan kata lain law enforcement tidak memoderasi para freelancer yang diwajibkan membayar pajak pada 

pemerolehan pajak pendapatan KPP Pratama Bandung Bojonagara.  

  

D. Pembahasan Hasil Penelitian  

1. Pengaruh Self Assessment System terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan  

Berdasarkan pada hasil pengolahan data yang didapatkan, didapati adanya variabel self assessment system tidak 

mempunyai pengaruh sepihak pada pemerolehan pajak penghasilan. Efektifnya pengamplikasian self assessment 

system terlihat berdasarkan SPT yang telah dilaporkan dapat terisi dengan baik, maupun dilaporkan secara tepat waktu. 

Hasil penelitian ini searah dengan penelitian (Faisol & Pebriyanti, 2022) dan (Anggraini, 2024) yang menerangkann 

bahwa self assessment system tidak mempunyai pengaruh terhadap pemerolehan pajak penghasilan.  

Perolehan persentase skor terendah terdapat pada pernyataan nomor 3 mengenai pengisian formulir pajak secara 

lengkap dan jelas, nilai persentase yang diperoleh sebesar 76%. Berdasarkan pada hal tersebut, diketahui bahwa 

pengisian formulir pajak secara lengkap dan jelas pada KPP Pratama Bandung Bojonagara masih dapat dikatakan 

rendah, adapun indikator yang paling memengaruhi pengimplementasian self assessment system di KPP Pratama 

Bandung Bojonagara adalah pengisian dan penyampaian SPT, sebagaimana dengan perolehan total skor pada 

pernyataan nomor 5 yaitu sebesar 89%.  

 

2. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Freelancer terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan   

Variabel kepatuhan wajib pajak freelancer dalam penelitian ini memperoleh skor tertinggi pada pernyataan wajib 

pajak dapat melakukan proses perhitungan, proses pembayaran, serta pelaporan kewajiban perpajakannya yang 

disesuaikan melalui batas waktu yang telah ditetapkan, dengan persentase 85%. Hal ini menunjukan bahwa karyawan 

KPP Pratama Bandung Bojonagara setuju bahwa salah satu indikator kepatuhan wajib pajak terlihat berdasarkan 

ketepatan waktu dalam membayar maupun melaporkan perpajakannya.  

Berdasarkan output pengolahan data, hipetosis 𝐻𝑎2 terkait dengan kepatuhan wajib pajak para freelancer 

menimbulkan adanya pengaruh secara parsial terhadap pemerolehan pajak penghasilan diterima, hal ini diketahui 

berdasarkan pada hasil uji t yang memperoleh angka signifikansi lebih kecil dari angka 0.05. Hal ini searah dengan 

hasil penelitian (Apriliani & Asalam, 2021) dan (Monica & Andi, 2019) yang mengutarakan kepatuhan wajib pajak 

mempunyai pengaruh terhadap pemerolehan pajak.  

 

3. Pengaruh Self Assessment System dan Kepatuhan Wajib Pajak Freelancer  secara Simultan terhadap Penerimaan 

Pajak Penghasilan  

Bersumber pada hasil analisis yang telah dilakukan, variabel self assessment system dan kepatuhan wajib pajak 

freelancer mempunyai nilai sebesar 0.002<0.05 yang menunjukan 𝐻0 ditolak, hal tersebut menunjukan bahwa variabel 

independen self assessment system (X1), dan kepatuhan wajib pajak freelancer (X2) dalam penelitian ini berpengaruh 

secara simultan terhadap pemerolehan pajak penghasilan (Y). Merujuk pada hasil penelitian, total r square yang 

diperoleh pada penelitian ini menunjukan tingkat kontribusi kedua variabel penelitian terhadap penerimaan pajak 

penghasilan, adapun nilai r square yang diperoleh sebesar 0,187 atau 18,7%, dimana kontribusi sebesar 81,3% dapat 

dipengaruhi oleh faktor lain. Bersumber pada hasil analisis yang telah dilakukan, variabel self assessment system dan 



 

kepatuhan wajib pajak freelancer mempunyai nilai sebesar 0.002<0.05 yang menunjukan 𝐻0 ditolak, hal tersebut 

menunjukan bahwa variabel independen self assessment system (X1), dan kepatuhan wajib pajak freelancer (X2) dalam 

penelitian ini mempunyai pengaruh secara simultan terhadap pemerolehan pajak penghasilan (Y). Merujuk pada hasil 

penelitian, total r square yang diperoleh pada penelitian ini menunjukan tingkat kontribusi kedua variabel penelitian 

terhadap penerimaan pajak penghasilan, adapun nilai r square yang diperoleh 0,187 atau 18,7%, dimana kontribusi 

sebesar 81,3% dapat dipengaruhi oleh faktor lain.   

Perolehan total skor variabel self assessment system dan kepatuhan wajib freelancer masuk kedalam kategori baik, 

persentase perolehan skor variabel self assessment system sebesar 80%, sedangkan kepatuhan wajib pajak freelancer 

sebesar 70%. Berdasarkan pada hasil total skor yang diperoleh, diketahui variabel penerimaan pajak penghasilan 

memiliki persentase skor sebesar 65%. Karyawan pada KPP Pratama Bandung Bojonagara sepakat bahwa penerimaan 

pajak penghasilan yang diterima lebih tinggi dibandingkan target yang telah dibuat, hal ini diketahui berdasarkan pada 

persentase pernyataan tertinggi yang diperoleh pernyataan nomor 12 mengenai realisasi penerimaan pajak yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan target penerimaan yang telah dibuat, pada kuesioner yang disebarkan.   

 

4. Law Enforcement sebagai Variabel Moderasi  

Pengujian hipotesis variabel law enforcement sebagai variabel moderasi menggunakan MRA menunjukan angka 

0.306 atau lebih besar dari angka 0.05, hal tersebut menunjukan bahwa variabel law enforcment dalam penelitian ini 

tidak memoderasi atau tidak memberikan pengaruh baik memperkuat atau memperlemah hubungan di tengah 

kepatuhan para freelancer dalam diwajibkannya membayar pajak dengan pemerolehan pajak pendapatan di lokasi 

tersebut. Keadaan ini searah dengan penelitian (Rokhayatim & Setiawan, 2022) yang mengutarakan bahwa tidak ada 

pengaruh law enforcement terhadap kepatuhan wajib pajak.  

Hasil pengolahan data variabel law enforcement memiliki persentase sebesar 85% yang masuk kedalam kategori 

sangat baik. Perolehan nilai indikator tertinggi terdapat pada pernyataan nomor 4 dengan persentase 89% yaitu penyidik 

pajak bersifat adil dan tegas terhadap wajib pajak. Proses penyidikan, pihak penyidik wajib untuk melakukan 

kewajibannya berdasar pada UU KUP, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana, serta ketentuan peraturan pajak lainnya. Selanjutnya, pihak penyidik pajak wajib mencermati beberapa prinsip 

nan berjalan, seperti asas praduga tak bersalah, asas persamaan dimuka hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka fiskus 

pajak wajib untuk mengikuti peraturan dalam melaksanakan kewenangannya selaras pada UU yang berjalan.  

  

V. KESIMPULAN  

Studi ini ditujukan dengan tujuan memahami Tingkat kepengaruhan variabel self assessment system, kepatuhan 

freelancer dalam membayaw pajak kepada pemerolehan pajak penghasilan di KPP Pratama Bandung Bojonagara. 

Berdasarkan pengolahan data yang diperoleh, peneliti dapat meringkas dan menyimpulkan pembahasan sebagai 

berikut:  

A. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa variabel self assessment system tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap pemerolehan pajak penghasilan di KPP Pratama Bandung Bojonagara.  

B. Variabel kepatuhan wajib pajak freelancer mempunyai pengaruh secara parsial terhadap pemerolehan pajak 

penghasilan di KPP Pratama Bandung Bojonagara.  

C. Berdasarkan hasil penelitian, kedua variabel independen (self assessment system serta kepatuhan wajib pajak 

freelancer) berpengaruh secara simultan terhadap pemerolehan pajak penghasilan di KPP Pratama Bandung 

Bojonagara.  

D. Variabel moderasi law enforcement pada penelitian ini tidak mampu memoderasi kepatuhan wajib pajak 

terhadap pemerolehan pajak penghasilan di KPP Pratama Bandung Bojonagara.  
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